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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan
bahwa “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi
publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui,
ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan
pemerintahanyangbaik (good governance). Keterbukaan informasi publik
menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari
fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat
untuk mencapaitatakelola pemerintahan yangbaik dan transparan adalah
melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui
keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang
bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan
publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah
penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan
dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan
tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi




Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah
satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID untuk mentaati dan
melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan
segala konsekuensinya. informasi publik harus diperoleh dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Hal tersebut menjadi
tantangan bagi PPID untuk memberikan layanan informasi publik
kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Dalam memberikan
layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
sederhana. PPID memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh
informasi publik sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan
sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID memiliki Sumber Daya
Manusia yang telah mempunyai tugas di masing-masing personalnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung
jawab untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses
atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Layanan
informasi publik kepada pemohon, PPID tentunya berpedoman pada
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi tersebut
telah mengatur pemenuhanhak atas informasi dan akses informasi publik
melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam
UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 21 dan Pasal 22.

Undang-Undang KIP tersebut mengamanatkan bahwa setiap
informasi publik harus diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya
ringan. Prinsip akses informasi tersebut menjadi sebuah komitmen
untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Upaya
untuk memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu,
dan biaya ringan diperlukan sarana prasarana dan sumber daya manusia
yang kompeten. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi
mengoptimalkan media elektronik maupun nonelektronik. Dengan
ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang kompeten maka harapan
layananinformasiyangsesuaidenganharapanmasyarakatdapatterwujud.




Gambaran umum pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negarayang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Ffu@hk lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pa-cl;_'a“,'l_.:"'ff%iepentingan publik
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undaﬁb-Undang Nomor 14
Tahun Z — / 7 2008.

Sesuai dengan Kep’utusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor = 'Ta_hué-’j’ 2010  tentang Organisasi
Pengelofa Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu
tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi
publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID
menetapkan standar layanan informasi dengan menyediakan sarana,
prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung,
petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk
pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.



1)

Sarana dan prasarana

a) — Ruang Layanan
Ruang PPID terletak di lingkungan SETDA Pemerintah Kota
Sukabumi. Pada ruang layanan PPID tentunya dilengkapi
dengan meja untuk menerima masyarakat yang dating
berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan
peralatan-peralatan penunjang yaitu :

. Personal Computer

. Printer 1 Unit

. Scanner 1 unit

Selain itu ruangan PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi se
lama pandemi dimodifikasi dengan menambahkan
beberapa sarana untuk mendukung protocol kesehatan
Covid-19, diantaranya dengan menyediakan hand sanitizer.

b) Backend Office
Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang
untuk melakukan pengolahan informasi. Backend office
berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan
berdiskusi antar tim pengelola PPID. di ruang layanan juga
dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan
yang terkait dengan PPID seperti daftar informasi public,
dafar informasi yang dikecualikan dan yang sedang
dikerjakan oleh tim PPID.

c)  Sumber Daya Manusia dalam menangani Layanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID
dikoordinasikan oleh Pranata Humas Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik. Sumber daya manusia yang mengelola secara
harian dibantu oleh Petugas Fungsional Pranata Komputer.
Hadirnya para Petugas ini sangat membantu terutama dalam
proses mempercepat suplai informasi. Sehingga, proses layanan
kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.
(Berkas terlampir)

d)  Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan
Anggaran bersumber dari APBD Pemerintah Kota Sukabumi
(Berkas Terlampir)
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Rineian Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pem-
ohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Do-
kumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan
langsung dan layanan melalui media yang tersedia.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi
disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan
informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa
dilakukan melalui
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

1)  Melalui Website

- - , PEMABAT PENGELOUA
din ® INFORMAZ! BN DOKUMENTASE

__2) Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
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5) Radio Siaran (Radio Swara Perintis 93.1 FM Kota Sukabumi)

RWD STOP




7)

b)

d)

Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi
PPID utama dengan PPID pembantu dalam melakukan
pemenuhan informasi publik.

Waktu Pelayanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon
informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan
Informasi Publik yaitu penyelenggaraan Pelayanan Informasi
Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin — Jum'at Jam
07.30 s.d 15.00.

Jumlah Permintaan Informasi Publik

Tahun 2021 Permintaan Informasi Publik berjumlah 16,
dengan rincian 11 Permintaan dari Kanal Aplikasi LAPOR dan
SUPER. Datang langsung ke ruang pelayanan PPID.

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan
Permohonan Informasi publik di PPID Pemerintah Kota
Sukabumi tahun 2021 yang dikabulkan sejumlah 16, hampir
semua permintaan informasi publik dapat dikabulkan,
kecuali informasi publik yang dikecualikan.

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak serta
alasan

Seluruh permintaan informasi publik telah dijawab dan
diberikan oleh PPID, sehingga dalam hal ini tidak terdapat
permintaan informasi yang ditolak.
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Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik

PPID pada pemerintah Kota Sukabumi dalam
menyelesaikan sengketa informasi publik tentunya tak lepas dari
sebuah mekanisme, mulai dari jumlah keberatan yang diterima
sampai dengan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
badan publik. Menurut data yang ada, sejauh ini PPID pada
Pemerintah Kota Sukabumi tidak pernah menerima keberatan dari
Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dalam
artian, semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai
dengan permintaan pemohon.

Kendala Eksternal dan Internal dalam
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik
berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal
2 ayat (3) UKIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi
setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik
kepada masyarakat. Disadari bahwa layanan informasi publik yang
diberikan oleh PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi belum maksimal,
hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID
Pemerintah Kota Sukabumi.

a) Kendala Internal

Komisi Informasi Pusat dalam memberikan layanan
informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi
menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :
1) Kendala Teknis
Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala
ketersediaan sarana prasarana layanan informasi
publik yang dimiliki. Minimnya sarana layanan
informasi publik ini akan berdampak pada
pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.
2) Kendala Substansi
Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah
berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang




b)

dimiliki PPID Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mem

berikan layanan permohonan informasi publik.

Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM

pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota

Sukabumi sebanyak 3 orang, sedangkan yang khusus

memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital

maupun datang langsung hanya berjumlah idealnya 6

orang, kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada

pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon men

jadi kendala tersendiri bagi PPID Pemerintah Kota Sukabumi.

Berikut kendalanya :

1) Pemahaman masyarakat rendah
Minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan
informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP.
Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur
masyarakat umum yang terekam dari kalangan
Mahasiswa yang melakukan permintaan informasi.

2)  Permohonan informasi masyarakat didominasi melalui
aplikasi Lapor dan Super. Mengingat layanan
informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya
banyak andil dari masyarakat umum yang hadir
untuk mencari informasi pada kanal PPID Pemerintah
Kota Sukabumi.

3) Pandemi Covid-19 merubah aktivitas fisik menjadi
aktivitas virtual, hal ini terjadi juga dalam pelayanan
informasi publik PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi,
yang dimana PPID dituntut untuk aktif dan inovatif
dalam menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi saat
ini dengan kegiatan pelayanan publiknya agar tetap
optimal.




Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjul
untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Informasi Publik

Berdasarkan temuan kendala internal dan eksternal pelayanan
informasi PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi diatas, maka perlu
dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Pelatihan sumberdaya aparatur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik (PPID Pelaksana)

Sosialisasi UU KIP kepada seluruh unit kerja/fakultas/lembaga/
UPT di lingkungan secara berkala

Finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP)

Pengembangan Sistem Informasi Publik (SIP)/ Website PPID
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih
menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus
meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat
terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam
menghadapi pandemi COVID-19

Program peningkatan kemampuan petugas PPID beberapa tahun
kedepan terus dilaksanakan sehingga bisa mendeliver layanan
secara lebih professional

Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan
informasi publik yang dimiliki PPID Pemerintah Kota harus terus
digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
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Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan
pelaksananya, PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi berupaya
melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel,
khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan fungsinya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian
sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2021 Permintaan Informasi Publik berjumlah 16,
dengan rincian 11 Permintaan dari Kanal Aplikasi LAPOR dan SUPER dan
6 dengan Datang langsung ke ruang pelayanan PPID. Permohonan
Informasi publik di PPID Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2021 yang
dikabulkan sejumlah 16, hamper semua permintaan informasi publik
dapat dikabulkan, kecuali informasi publik yang dikecualikan. Seluruh
permintaan informasi publik telah dijawab dan diberikan oleh PPID,
sehingga dalam hal ini tidak terdapat permintaan informasi yang
ditolak. Dari jumlah permohonan tersebut PPID pada Pemerintah Kota
Sukabumi telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan
pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat
memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat
merupakan nilai yang positif bagi PPID Pemerintah Kota Sukabumi.
Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Kota
Sukabumi untuk tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan
mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau
akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut,
pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.




Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada
bagian sebelumnya, PPID Pemerintah Kota Sukabumi memiliki bebera-
pa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan
informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID
pada Pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya akan terus
mengembangkan sistem informasi dan okumentasi yang dapat
melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan
informasi secara online melalui website
https://ppid.sukabumikota.go.id/
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PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

( DISKOMINFO )
JI. R.Syamsudin, SH No.25 Telp. 0266-221123 - 221124 - Fax . 0266-221123 Kota Sukabumi
Web : sukabumikota.go.id - e-mail : kominioe sukaburiota o id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
NO- Pendajaran ;- ool /PP, 1omnyo £ et vif 20

Yang bertandatangan dibawah ini , mengajukan permintaan informasi :

. 21HAN SALADIM AGRwWAnA

Nama Pemohon Informasi/

Badan/Lembaga

{Sesuat KTP/Akta Notaris

Alamat Pemohon Informasi . K. CibolaNe FHLepPle/ﬂwosohaaﬂ,ol“ﬂ@léale )
Nomor Telepon . 0896 $7688 3y T
Alamat Email . 2ihanag i ana 'Eemﬂ oM
Nomor Akta Notaris bagi

3adan/Lembaga yang berbadan

hukum
ungvk Tu9as SEerpsi (frofit e-laPer dan clata

Alasan Permintaan Informasi
jamq masve atay 3u Miah Pangadvan rapen .Lo:.u)

Nama Pengguna Informasi : ZIHANEI}W\D;NHEQWN\,A

Badan/Lembaga

(Sesuai KTP/Akta Notaris
Alamat Pemohon Informasi : H” ¢t iba LP‘ L ; H'H' EE P T H’. / ) ,aw _q* 3 ) O .a.‘.f‘.'. cnsoLmvc } ]:-,q LER

Nomor Telepon X an"“"a&by" TP

Alamat Email : 2'““"“9"‘9““@3”“”— O
Nomor Akta Notaris bagi

3adan/Lembaga yang berbadan

hukum

. as S¥orpgi
Alasan Penggunaan Informasi un&u\«‘Tw)sPsl

Cara Memperoleh Informasi : @ Langsung 2. Website 3. Fax 4. Email
Format Bahan Informasi : @ Tercetak 2. Terekam
Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos @Email

Data dan informasi yang Kami peroleh, akan Kami pergunakan sesuai dengan ketemtuan peraturan
perundang-undngan yang berlaku.

Sukabumi, ...}%. 3570 202,
Mengetahui
Petugas Informasi Pemohon Informasi
(.Ore3 o icumala,sn ) (2B sALADIY A

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan



Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
pencgakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesm, Merugﬂcan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan
hubungan Iuar negeri; Mengungkap isi akta otennk yang, ber51fat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atan

' Pengadﬂan Informasi 57ang tidak boldh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang betum dikuasai atauf didokumentasikan.

I. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA

NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASEPPID. Bila tanda bukti permohonan

informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya; mungkin permintaan Informasi

anda kurang lengkap.

1. Pemoﬁon Inforrﬁasi b‘érhék mendépatkah pemﬂeﬁtahﬁan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepﬁluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis
1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat

- diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta51 menyedlakan pelayanan informasi publik secara gratis
(tidak dipungut biaya), sedangkan ‘biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan
kepada pemchon/ pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga

standar pasaran.

V. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik {misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga pualuh)

hari kerja scjak diterima /dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI.  Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ketja sejak

diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sukabumi, 16 Juni 2021

RUN
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PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (0266) 229715 Fax. (0266]) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Fmait : diskeminfo@sukabumikota.go.id. Website : www.sukabumikota.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

0o | per0. womirmo/ Pt . vi /a0

No. Pendaftaran {diisi petugas)® : S

Nama/ Badan Hukum Pemohon

No. KTP/ SIM/ Paspor (untuk individu)**
No. Pengesahan {untuk badan hukum)**
Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Nomor Telepon

E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan
{tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi
{tambahkan kertas bila periu}

Cara Memperoleh Informasi ***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi ***

(diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi):

Petugas Pelayanan Informasi
{Penerima Permohonan)

Ohea ~oor weumala, sd

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

T L LI L S A T
kel Dm\jwh\uhw kcc. U\}mruo\oqonn

.‘W\ﬂ\ho\q\gw A

. 08STc01 92k
odiapnig Aomnail . Com

Jeneliian

Dl Rotel M0atAn
 BET 84S A BT T

6ot fols

Koka SOkAGUML

Sop UPEP- WAM\' DOk.UMm’an\ Sohm\\‘;nh '

e SRR

Sidana SRR

: |:| Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat™***
M

endapatkan Salinan Informasi (hardeopy/ softcopy}* ***

|:|Mengambil langsung
Kurir

i___| Pos
| JFaksimil
z Email /WA

:IUnduh

Selasn

Pemohon Informasi
<
chl
delin ok Muatalya

Nama dan Tanda Tangan

22 uni 9%

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik
** ampirkan fotocopy KTP/ SIM/ PASPOR/ No. Pengesahan

**%Di[ih salah satu dengan memberi tanda silang (V)

**x*xCorat yang tidak perfu




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jin. R, Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (0266) 229715 Fax. {(0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Fmail : diskominfo@sukabumikota.go.id. Wehsite : www.sukabumikota.go.id

LEMBARAN TAMBAHAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

{aoai
No. Pendaftaran (diisi petugas)* : S0/ PRI0. - icomiryo/ o1.v!

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :
[So?%U\‘ﬂ\oum\?mr.h(j?n-\orw?.{_g?onatrCQUPEP.B
2. Dokomenkayi  (foto)  kemiatan  Sohinlisa  SUPER

Tujuan Penggunaan Informasi :

? melitian Skrip e .

Keterangan: ,
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan informasi Publik




1L

11

Iv.

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a)
informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat. Menghambat proses penegakan
hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau

didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan,

tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan
informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi
yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk

informasi yang dikecualikan atau tidak.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan pelayanan informasi publik secara gratis (tidak
dipungut biaya), sedangkan biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon/

pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga standar pasaran.

Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda
atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya
alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon
Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima /dicatatnya pengajuan keberatan dalam

register keberatan,

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan

atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik,

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Stlaga 22 quni 03y

.............. 4 [P

Pemohon Informasi

i

Delln - Rukri  Mugrahvy




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JIn. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (02663 229715 Fax. {0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Finail : diskominfo@sukabumikota.go.id. Website : www.sukabumikota.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
| i v faoai
No. Pendaftaran (diisi petugas)* : OOBIW'D‘Comm"'OI P

Nama/ Badan Hukum Pemohon : Han\%él\ﬁahaﬂuw
No. KTP/ SIM/ Paspor {untuk individu)** . 303329806 230004 e,
No. Pengesahan (untuk badan hukum)** e ceirrerereeRetsseare SEreES PeAR e er e nea e Areg e Ta seE SR A e be neEeREareen ereRearenesRsE rebebe rebne
Alamat Tempat Tinggal o Seldmang Gar Sulawns . Des tOStnasdn kec. -
Pekerjaan MONASINIT i

Nomor Telepon : 08536“80%“
E-mail Canwahstyamale cot e,
Rincian Infarmasi yang dibutuhkan : h\*%q“‘mg‘%[’e?
{tambahkan kertas bila periu)

Tujuan Penggunaan Informasi B AL U3 AT L R
{tambahkan kertas bila perlu)

Cara Memperoleh Informasi *** : IZ] Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat****
Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)****

Cara Mendapatkan Salinan Informasi *** : Mengambi langsung

{diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi) Kurir

Pos -
Faksimili

v |Email/WA

Unduh

Sukskey Q3-¥m 940y

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)

i My

—_—
( Ohe= noor cumala, sh) (o Saregh, Rahayo N,

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan namor registrasi Permohonan informasi Publik
**Lampirkan fotocopy KTP/ SIM/ PASPOR/ No. Pengesahan

***pilih salah satu dengan memberi tanda silang (v)

****Coret yang tidak perlu




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jin. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. {0266} 229715 Fax. (0266} 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Pmail : diskominfo@sukabumiketa.go.id,  Website : www.sukabumikota.go.id

LEMBARAN TAMBAHAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diis] petugas)® : v

Rincian Informasi yang Dibutuhkan ;

Tujuan Penggunaan Informasi :

Keterangan: .
*[liisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jin, R Syamsudin, SH. No. 25 Telp. {0266) 229715 Fax, {0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113

fmail  diskominfo@sukabumikota.go.id.

Website : www.sukabumikota.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran {diisi petugas)* : 0o3lPRio. iomimyol Prvi (203

Nama/ Badan Hukum Pemohon
No. KTP/ SiM/ Paspor {untuk individu}**
No. Pengesahan {untuk badan hukum}**

: ‘{l\‘\?r}-\!\ M\w
Reen %Lru;j ose)

'Qta\‘co\wxm / Uramy

Alamat Tempat Tinggal V?C‘{"""\Z’* }\H‘ ‘Dq / y"" "c] Dﬁ%\ S'[WW‘....,....
Pekerjaan - :.““""‘“‘;“‘V“

Nomor Telepon :.‘99"0 0282, Q@S“] i
E-mail . Bl AL"*‘gmk“""‘“% & ’3““"“{ (""’“

" Rincian Informasi yang dibutuhkan
{tambahkan kertas bifa periu)

Tujuan Penggunaan Informasi
{tambahkan kertas bila periu)

Cara Memperoleh Informasi ***

Sl

B

elihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat****
endapatkan Salinan Informasi thardcopy/ softcopy)****

Cara Mendapatkan Salinan Informasi *** v

Mengambil langsung

(diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi):

Kurir

I Pos

ksimili

v

Email/WA

Unduh

Petugas Pelayanan Informasi
{Penerima Permohonan)

)

phea woor asmata, s+

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohona
*¥Lampirkan fotocopy KTP/ SIM/ PASPOR/ No. Pengesahan
**x*pilih salah satu dengan memberi tanda silang (V)
*éxkCoret yang tidak pertu

C’M‘“‘ %5k 202}

Pemohon Informasi

Nama dan Tanda Tangan .

n Informasi Publik




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IIn. R. Syamsudin, SH. No.25 Telp. (0266) 229715 Fax. {0266} 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Fmait diskuminl'o@su_l_{_a_bun;jk_gta.go_.i_(j,ﬁ Website ; www.sukabumikota.go.id

LEMBARAN TAMBAHAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI . -
No. Pendaftaran (diisi petugas)® : £25 /PP, Kotinto/ Pi.vi /203

---------------------------------

Rincian Informasi yang Dibutuhkan ;
Y SV N N S =

Tujuan Penggunaan Informasi :

Keterangan: .
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan informasi Publik



HE

IIL,

V.

VIL

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluwrub informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a)
informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan
hukum; Mengganggu kepentingan periindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional, Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan,

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASLPPHD. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan,

tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan
informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal; informasi
yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk

informasi yang dikecualikan atau tidak.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan pelayanan informasi publik secara gratis (tidak
dipungut biaya), sedangkan biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon/

pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga standar pasaran.

Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menelak permintaan Anda
atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya
alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon
Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima /dicatatnya pengajuan keberatan dalam

register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon infornrasi dapat mengajukan
keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Gagbomi 2% w5 3l

Pemohon Informasi




PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JIn. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (0266) 229715 Fax. (0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113
Fmail : diskominfo@sukabumikota,go.id. Website : www.sukabumikota.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)* : $24.PRID, cominio /p1.vi /ao2

Nama/ Badan Hukum Pemohon

No. KTP/ SIM/ Paspor (untuk individu)**
No. Pengesahan (untuk badan hukum}**
Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Nomor Telepon

E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan
{tambahkan kertos bila periu)

Tujuan Penggunaan tnformasi
{tambahkan kertas bila periu)

Cara Memperoleh Informasi ***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi ***
(diisi jika ingin Mendopatkan Safinan informasi)

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

—Hhy

( Dhea woor 1C. 6. )

Nama dan Tanda Tangan

Keterangam:

- L S - €2 -Y. 3K SO

---------------------------------

L \[CAA‘VU-S'H

21190203 lofS 0001

7)(_ Ciuwmcjr.: 6 ,)agamq tr\o q; B
WTRos i ex a(

eleart b o, COLEILC., lcc

:'...‘Vggawa'\ Jegenn. St L COMS)
... 085%250.8.999,

N adlesfioacsiod r@grwﬂ e

72 228 4 ST R AT 20X - SO

: l: Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat****

v Mendapatkan Salinan informasi (hardcopy/ softcopy)****

vV Mengambil langsung
Kurir

__l Pos
:] Faksimili

Email/WA
Unduh

Gbcabunr 260620, 2

Pemohon Informasi

s

Narna dan Tanda Tangan

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan informasi Publik
**|ampirkan fotocopy KTP/ SIM/ PASPOR/ No. Pengesahan

**%pilih salah satu dengan memberi tanda silang (V)

****Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA SUKABUM]
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

jin.R. Syamsudin, SK. Nu. 25 Telp, (0266) 229715 Fax. (0266) 221125 Ext 150 Kuta Sukabumi - 43113
Fmail - diskominfo@sukabumikota.go.id. Website : www.sukabumikota.go.id

LEMBARAN TAMBAHAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : oo4jpp|oicon1)r\jc /P1.vi /303

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :
2% % e . ke e legleafl penilalim.. Menenfon B

Tujuan Penggunaan Informasi :

uﬂ.tc&‘q me(.m{j llafgi f?er';g a,r-etr('%fl_ Qm; (&ion. &lauﬁ - .@d—-—La\gm

Keterangan:
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik



